
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 69 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Menimbang 

Mengingat 

l i IS : : 

BUPATI PACITAN, 

bahwa guna melaksanakan ke tentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019, per lu, menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam L ingkungan Propinsi 
Jawa T imur (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
1950) sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i 
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3852); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem 
Pe r e^anaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

- - Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, tambahan 
l e m b i r a n Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421); 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala 
Daereih (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan u m u m (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
b l ^ t u a n Keuangan kepada Partai po l i t ik (Lembaran 
'Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 T a h u n 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5351); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insent i f Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutans i Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mi l i k Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 6323); 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

26. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

27. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akun tans i Pemerintahan 
Berbasi Ak rua l pada Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 
sebkgaimana telah d iubah dengan Peraturan Menter i 
Dalafta Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 



29. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 19 T a h u n 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah ; 

30. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

3 1 . Peraturan Menter i Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 
tentang Penggunaan Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi 
Hasi l Cuka i Tembakau; 

32. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

33. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan U m u m Daerah; 

34. Peraturan Daerah Nomor 7 T a h u n 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 
Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 
Nomor 7) sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2012 Nomor 8); 

36. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2016-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Admin is t ra t i f P impinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2017 Nomor 3); ' 

38. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 14); 

39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2019 Nomor 8 ); 

40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2020 
Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019 . 



Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 199.044.387.517,51 
b. Dana Perimbangan Rp. 1.192.754.353.367,00 
c. La in- la in Pendapatan Rp. 327.083.190.491,00 

Yang Sah 
Jumlah Pendapatan Rp. 1.718.881.931.375,51 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

b. 

1) Belanja Pegawai Rp. 653.790.730.071,00 
2) Belanja Bunga Rp. 
3) Belanja Subsidi Rp. 
4) Belanja Hibah Rp. 52.272.194.500,00 
5) Belanja Bantuan Rp. 119.702.257.569,00 

Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 5.520.484.143,00 
7) Belanja Bantuan Rp. 327.312.348.544,00 

Keuangan 
8) Belanja Tidak Rp. 2.951.907.599,00 

Terduga 
Jumlah Belanja Tidak Langsung 

Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 37.743.537.026,00 
2) Belanja Barang dan Rp. 349.856.181.230,80 

Jasa 
3) Belanja Modal Rp. 372..064.484.883,52 

Jumlah Belanja 
Langsung 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

1.161.549.922.426,00 

759.664.203.140,32 

1.921.214.125.566,32 
(202.332.194.190,81) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 245.353.143.545,55 
Rp. 950.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Rp. 
Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 

244.403.143.545,55 

42.070.949.354,74 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 
t e rcantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 
d i r inc i lebih l an ju t ke da lam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 



Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 
t e rcantum dalam Lampiran 11 dan merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 5 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan Pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 18 Agustus 2020 

Dite tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 18 - 8 

^ BUPATI P A C I T A N ^ 

INDARTATO 

- 2020 

S E K R B T A R I S DAERAH 
J( KABUPATEN PACITAN | 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP. M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 69 


